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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis maka Kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi perda No.15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sungai masih 

belum optimal di karenakan jumlah sungai yang banyak dengan sumber daya 

manusia yang rendah kurang nya serta dukungan dari pihak-pihak terkait. 

Menjadikan Kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Karakteristik 

budaya masyarakat yang tidak begitu menganggap pentingnya sungai. Begitu 

juga pengelolaan sungai implementasi kebijakan ini tidak mengikutsertakan 

semua elemen masyarakat. 

2. Faktor penghambat dalam upaya pengelolaan sungai ialah kurangnya 

kordinasi dan kerja sama, sumber daya manusia yang belum memadai, dan 

keterbatasan anggaran.  

B. SARAN 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan dapat diambil saran  dari penelitian ini 

diantaranya adalah : 

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens untuk kemaslahatan masyarakat 

karena informasi yang jelas mengenai pelaksanaan kelapangan, baik dari segi 

sosialisasi, waktu pelaksanaan, dan dalam jangka waktu berapa untuk 

menyelesaikan pengendalian banjir ini. 
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2. Segala perencanaan harapannya dipercepat untuk mengantisipasi kembali 

agar tidak terjadi banjir yang cukup parah. Pemerintah harus bisa bersinergi 

dengan Stakeholder terkait untuk mencari solusi tentang permasalahan banjir 

di Kota Banjarmasin sesuai prioritas dan kepastian hukum yang berlaku.  

3. Untuk teknis dan mekanisme menjalankan peraturan Sempadan Sungai akan 

mengikuti peraturan Provinsi dan Kota dan Balai Wilayah Sungai sebagai 

bentuk pengawas sungai. Karena hal itu perlu peninjauan Kembali 

normalisasi dan pengerukan pada beberapa aliran sungai. Selain normalisasi, 

perlu diperhatikan mengenai penataan samping kanan dan kiri sungai. 

4. Harapan semoga pengendalian banjir di seluruh Kota Banjarmasin meliputi 

DAS Martapura, Sungai Sutoyo.S, Zafry Zam-Zam, bisa akan dilaksanakan 

dalam waktu secepatnya. Jika Perlu ditinjau ulang apabila diperlukan adanya 

rekolasi bangunan pengadaan lahan pada pengendalian banjir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


